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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pajak Nomor 29
Tahun 2015 Pada CV.Mulia Utama. Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015
membahas tentang bentuk, isi, tata cara serta pelaporan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai. Jenis penelitian yang digunakan dalah penelitian deskriptif.
Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif sedangkan sumber data
yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui data yang
sudah terdokumentasi olenh CV. Mulia Utama. Populasi yang digunakan peneliti
adalah data pajak pertambahan nilai CV.Mulia Utama dari Juli 2015 sampai
dengan Agustus 2018, sedangkan sampel yang digunakan peneliti merupakan
bagian dari populasi yaitu data pajak pertambahan nilai CV.Mulia Utama dari
Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Dokumetasi dilakukan dengan
cara mengumpulkan dan mencatat sumber-sumber data dokumenter. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif,
dengan metode ini peneliti memgumpulkan data kemudian menganalisisnya dan
akhirnya mendeskripsikan menjadi hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa CV.Mulia Utama sudah menerapkan Peraturan
Pajak Nomor 29 Tahun 2015 dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan
Nilai.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan, Peraturan
Pajak Nomor 29 Tahun 2015
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ABSTRACT

This research was conducted to determine the application of Tax Regulation
Number 29 of 2015 on CV.Mulia Utama. Tax Regulation Number 29 of 2015
discusses the form, content, procedures and reporting of SPT for Value Added Tax
Period. The type of research used is descriptive research. The type of data used is
the type of qualitative data while the data source used is secondary data.
Secondary data is obtained through data that has been documented by CV. Your
Majesty. The population used by the researcher is the value added tax data
CV.Mulia Utama from July 2015 to August 2018, while the sample used by the
researcher is part of the population, namely value added tax CV.Mulia Utama
data from August 2015 to December 2015. Data collection techniques the method
used is documentation. Documentation is done by collecting and recording
documentary data sources. The data analysis technique used in this study is a
descriptive analysis technique, with this method the researcher collects data and
then analyzes it and finally describes the results and discussion of the research.
The results of this study indicate that CV.Mulia Utama has applied Tax
Regulation No. 29 of 2015 in reporting the SPT for Value Added Tax Period.

Key Words : Value Added Tax (VAT), SPT. Tax Rules Number 29 Years 2015
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung
dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka akan dikenakan pajak terhadap
barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pajak masukan yang besarnya
10%. Namun ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap suatu
barang kena pajak maka PKP harus memungut pajak sebesar 10% sebagai pajak
keluaran yang harus disetor kembali ke pemerintah.

Setelah sukses meluncurkan program e-faktur untuk seluruh PKP di
Jawa dan Bali 1 Juli 2015 lalu, Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 23 Juli 2015
menerbitkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 29 tahun 2015 mengenai
Bentuk,Isi, dan Tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa Pajak
Pertambahan Nilai. Secara umum PER-29/PJ/2015 tidak banyak mengubah isi dan
bentuk SPT masa PPN. Peraturan ini secara garis besar hanya mengatur dan
mengakomodasi ketentuan terkait dengan pelaksanaan e-faktur yang tidak diatur
dalam PER-44/PJ/2010.

Peraturan perpajakan mengenai bentuk,isi,dan tata cara pengisian serta
penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai menjadi sebuah
acuan untuk perusahaan dalam melaporkan pajak pertambahan nilai masukan
maupun keluaran. Pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pajak melakukan
perubahan kedua atas Peraturan Pajak nomor 146 tahun 2006 menjadi Peraturan
Pajak nomor 14 tahun 2010. Kemudian peraturan ini kembali diperbaharui

menjadi Peraturan Pajak nomor 29 tahun 2015. Dengan adanya peraturan tersebut
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maka petugas pajak dan wajib pajak sama-sama dimudahkan dalam hal
pengecekan dan pelaporan SPT atas pajak petambahan nilai. Kemajuan dibidang
perpajakan di Indonesia membuat munculnya pajak secara elektronik seperti e-
faktur,e-NOVA e-billing,e-filling,dIl.

Dengan diperbaharuinya peraturan pajak mengenai bentuk,isi dan tata
cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan
secara elektronik maka pengusaha kena pajak mendapatkan beberapa keuntungan
yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran
dalam bentuk media flashdisk/CD/disket.

2. Data perpajakan terorganisir dengan baik.

3. Sistem aplikasi e-faktur mengorganisasikan data perpajakan perusahaan
dengan baik dan sistematis.

4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
komputer.

5. Kemudahan dalam membuat laporan perpajakan.

6. Data yang disampaikan wajib pajak lengkap, karena penomoran formulir
dengan menggunakan sistem komputer.

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Peraturan Pajak Nomor 29
Tahun 2015 Terhadap Pelaporan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
Pada CV. Mulia Utama Tanjung Morawa *.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang
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menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Apakah CV.Mulia Utama sudah menerapkan Peraturan Pajak
nomor 29 tahun 2015 dalam melaporkan e-SPT pajak
pertambahan nilai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui, apakah CV.Mulia Utama sudah menerapkan
Peraturan Pajak nomor 29 tahun 2015 dalam pelaporan e-SPT
pajak pertambahan nilai ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberi
manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan
dibidang peraturan perpajakan.

1.4.2 Bagi wajib pajak, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai
peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubah sesuai dengan
perkembangan zamannya.

1.4.3 Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan

bahan bacaan terutaman yang berhubungan dengan peraturan perpajakan.
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BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015
Pengertian pajak secara umum bisa didefiniskan sebagai pungutan
atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-
undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah
dalam kegiatan program kerjanya.
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli :
- Menurut Rachmat Soemitro, Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat
kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh
jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk

membayar pengeluaran umum negara.

- Menurut Adriani, Pajak adalah pungutan masyarakat kepada negara yang bisa
dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan kepada
peraturan peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh pemberian
kembali yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai untuk membiayai
pengeluaran umum pemerintah. Menurut Suparman Sumawidjaya, Pajak
adalah pungutan wajib warga negapra berupa uang yang ditarik oleh
pemerintah berdasarkan norma hukum yang dimanfaatkan untuk menutupi
biaya produksi barang dan jasa kolektif agar bisa tercapainya kesejahteraan

umum.
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- Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Brock Horace R, Pajak
adalah suatu pengalihan sumber dari bagian swasta ke bagian pemerintah yang
bukan karena pelanggaran hukum namun wajib untuk dilaksanakan. Hal ini
berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan tanpa memperoleh imbalan
secara proporsional dan langsung, agar pemerintah bisa menjalankan dan
melaksanakan tugasnya dengan baik. Lima unsur pokok dalam definisi pajak
pajak adalah :

e luran/pungutan dari rakyat kepada negara

e Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

3. Pajak dapat dipaksakan

4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum
pemerintah)

Peraturan Pajak Nomor 29 tahun 2015 membahas mengenai bentuk, isi, dan tata
cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Peraturan ini
melaksanakan kententuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK./03/2014 tentang surat pembertahuan (SPT). Didalam peraturan ini
dijelaskan mengenai pajak secara online seperti e-SPT dan e-faktur pajak. Lampiran
apa saja yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT atas Ppn juga turut serta
diberitahukan. Adapun sekilas membahas mengenai pembatalan e-faktur dan faktur
pajak yang boleh digunggung oleh pengusaha kena pajak.Peraturan tersebut
membahas mengenai Pengertian kantor pajak, konsultasi pajak,e-SPT, faktur pajak

elektronik, data elektronik dan media elektronik.
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- Susunan dan tata cara pengisian SPT Masa PPN 111.

- Bentuk formulir SPT Masa PPN 1111.

- Tentang Pengusaha Kena Pajak yang boleh melaporkan faktur pajak dengan

cara digunggung.

- Serta tentang cara pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN 1111.
2.2 Surat Pembertahuan ( SPT)
2.2.1 Definisi Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2009:29) “ Surat Pemberitahuan adalah surat yang

oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak,
objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan perpajakan.”  Sedangkan pengertian  Surat
Pemberitahuan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) * Surat
Pemberitahuan merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak
dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan
secara tepat jumlah pajak yang terutang.”
Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa SPT adalah surat atau
dokumen yang memuat data-data dan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Menurut Waloyu (2011:32), yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas
atau dalam bentuk eletronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk

pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelanggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahsa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib
menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang diizinkan.

2.2.3 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak menurut Rahman
(2010:21) adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenernya terutang dan untuk melaporkan

tentang:

e Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak;

e Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

e Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa
Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBMyang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh
PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Sedangkan bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT
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sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan

pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.4 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2010:91) secara garis besar SPT dibedakan menjadi
dua, yaitu:

a. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang
dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam

suatu Tahun Pajak.

2.2.5 Prosedur Penyelesaian SPT

Prosedur penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2009:30), diantaranya
adalah:

a. Wajib pajak sebagaimana telah diatur, harus mengambil sendiri SPT

ditempat yang telah ditentukan DJP atau mengambil dengan cara lain
yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain,
misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT
tersebut.

Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas,
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab,
satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke
kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/ dikukuhkan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh DJP.
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c. Wajib ajak yang mendaptkan izin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang

selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia

dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan.

d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan

tandatangan/stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang

semuanaya memiliki ketentuan hukum yang sama.

e. Wajib pajak harus melampirkan bukti-bukti SPT.
2.2.6 Pembetulan SPT

Menurut Mardiasmo (2010:91), apabila diketahui terdapat kesalahan

pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri

dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat

terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak

dengan syarat sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan

pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat hutang pajak
menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% sebulan atau jumlah pajak yang
kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.

Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum
dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak
dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran
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bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak)
telah terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat
ketetapan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya
dalam satu laporan tersendiri terutang ketidak benaran pengisian SPT (Surat
Pemberitahuan Pajak) atas pengungkapan Wajib Pajak berakibat, sebagai berikut:

e Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.
e Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil.
e Jumlah harta menjadi lebih besar.
e Jumlah modal menjadi lebih besar.
Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat
pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang

dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan.

2.2.7 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut Rahman (2010:32) adalah :

e Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir
Tahun Pajak;

e Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa
pajak dalam 1 (satu) SPT Masa;

e SPT Masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak;

e SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir
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Tahun Pajak.
2.2.8 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT
Menurut Mardiasmo (2010:91) Wajib Pajak dapat memperpanjang
jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling
lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara
menyampaikan Pemberitahuan SPT Tahunan. Pemberitahuan Perpanjangan SPT
batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :
e Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang
batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
e Laporan sementara; dan
e Surat setoran sebagai bukti pelunasan kekurangan bayar pajak yang terutang
Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal ini Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus

dilampirkan dengan surat Kuasa Khusus. Pemberitahuan SPT Tahunan dapat

disampaikan :
o Secara langsung
o Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
o Dengan cara lain, yang meliputi : melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan

bukti pengiriman surat. Atau dengan cara e-Filling melalui ASP.
2.2.9 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
Menurut Rahman (2010:24). SPT vyang tidak disampaikan atau
disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,dikenakan sanksi

administrasi berupa denda:
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e SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000
e SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000

e SPT Masa Ppn Rp 500.000

e SPT masa lainnya Rp 100.000
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali
dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang
ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setiap orang yang
karena kealpaannya:

a. Tidak menyampaikan SPT; atau
b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan
tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, didenda
paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan

atau paling lama 1 (satu) tahun.
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2.2.10 Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik
Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan bahwa e-SPT adalah
penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan
menggunakan media computer. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan
secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan
aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan mengenerate data
digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
E-SPT merupakan aplikasi penyampaian SPT dengan menggunakan media computer
dimana dengan menggunakan media computer jauh memiliki keunggulan dibandingkan
dengan cara manual. e-SPT mempunyai keunggulan mempunyai keunggulan seperti :

Wajib Pajak:

Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena

lampiran dalam bentuk media CD/disket.

e Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
sistem komputer.

e Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.

e Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran

formulir dengan menggunakan sistem komputer.

e Menghindari pemborosan penggunaan kertas

Pegawai Pajak
e Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

e Memudahkan proses pencarian dan SPT Wajib Pajak.
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e Efisiensi dalam hal penyimpanan dokumen.
e Pemerikasaan dan Penelitian SPT dapat dilakukan secara cepat dan
tepat karena dilakukan dengan sistem aplikasi.

Memberikan keamanan data bagi pengguna aplikasi.

Jenis e-SPT yang digunakan ada 3 jenis :
v e-SPT Tahunan PPh:

SPT Tahunan PPh adalah SPT Tahunan PPh dalam bentuk program aplikasi
yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang
digunakan untuk merekam, memelihara data, men-generate data, dan mencetak SPT
Tahunan PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke
Kantor Pelayanan Pajak.

v e-SPT Masa PPN
e-SPT PPN adalah SPT dalam bentuk program aplikasi yang merupakan
fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk
merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya,
generate data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media
elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.
Untuk memperoleh e-SPT PPN, Wajib Pajak dapat memperoleh program
aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak.
Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.
v e-SPT Masa PPh
e-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang

merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat
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menghubungi AR yang telah ditunjuk.

Untuk memperoleh e-SPT Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh
program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi
Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai
Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu di ketahui

definisi dari PPN yang di kemukan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Soemarno S.R ( 2003:269) dalam buku Akuntansi suatu
pengantar mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian
atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.
Menurut Yusdianto (2002:117) dalam buku Akuntansi Perpajakan
terapan mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan
pajak menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karekter
positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan”.

Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8) dalam buku Pajak
Pertambahan Nilai dn Penjualan Barang Mewah mengatakan Bahwa *
Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap
orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut”.
Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut
berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di

dalamnya sama.
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Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen vyaitu Pajak
Masukan dan Pajak Keluaran.
Menurut Soermarso S.R (2003:270) Pajak Masukan adalah :
“PPN yang dibayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena
pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk
masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di
kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak
Masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah
pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang

ditambahakan sebesar 10% dari harga jual”.

Menurut UU PPn No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 : pajak masukan adalah
pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha
kena pajak karna perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kena
pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
atau impor barang.
Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa
PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.
Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama
sekali dari beberapa kekurangan.
- Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda

2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
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3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat di
peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai denagan tipe
konsumsi dan metodhe pengurangan tidak langsung.

4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambaahan
Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena
konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani
oleh pajak tersebut  sehingga memudahkan fiskus untuk
memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan
pajak tidak langsung lainya, baik di pihak administrasi pajak
maupun dipihak wajib pajak.

2. Menibulkan dampak regresif yaitu semakin tinggi tingkat
kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul,
dan sebaliknya semakin renda tingkat kemampuan konsumen
semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul
sebagai konsekuensi dari karakteristik PPN sebagai pajak
objektif.

3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan
ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang
merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh
perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui
prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensi dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih
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cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
melakukan kewajiban perpajakan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ialah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor,
nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Dasar pengenaan

pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang yaitu :

1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau
seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk
PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur
pajak. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian
bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya
seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah

tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.

2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta
oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang di
pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak. Nilai
penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang di
keluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang
memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai
penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus di konversikan ke
dalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs
yang berlaku saat ini.

3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea
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Masuk di tambah pemungutan lainya yang di kenakan pajak berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP,
tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan pajak adalah
harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar
penghitungan bea masuk di tambah dengan semua biaya dan pungutan lain
menurut Kketentuan  peraturan  perundang-undangan pabean. Rumus
menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :
CIF + BEA MASUK = NILAI IMPOR ( Dalam Nilai Impor tidak
pernah termasuk PPN dan PPnBM)
4) Nilai Eksport adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
seharusnya diminta oleh eksportir
5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan
Pajak dengan Keputusan Mentri Keuangan. Nilai lain yang di tetapkan sebagai
Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau

Pegantian setelah di kurangi laba kotor

b. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adlah harga jual atau
pengantian setelah di kurangi laba kotor

c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah
perkiraan Harga Jual Rata-rata

d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata

perjudulan film
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Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran
adalah harga pasar yang wajar

Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjualbelikan
sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat
di kreditkan adalah harga pasar wajar

Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual

Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah
10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih

Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau
jumlah yang harus di tagih

Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang
di terima berupa service charge, provisi dan diskon

Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah
Harga jual atau penggantian setelah di kurangi laba kotor

Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru

lelang adalah harga lelang.

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian

mengingat UU PPN menganut Azas destination principle dalam pengenaan pajaknya

maka untuk kegiatan ekspor di kenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Eksport

BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung

PPN. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

1. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak
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merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan
Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak
Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi- tingginya 15% dan serendah-
rendahnya 5%.

2. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenakan atas
eksport Barang Kena Pajak, di maksudkan untuk mendorong para pengusaha agar
mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar
negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti
pembebasan dari pengenaan pajak Pertamabahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan
yang telah di bayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut

dapat dikreditkan.
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2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 11.1

Penelitian Terdahulu

Nama dan
Judul Kesimpulan
No. Tahun
Penelitian Penelitian
Penelitian
SANTI Penerapan Perhitungan pajak
WHASKITA Akuntansi  Pajak perusahaan sudah
2013 Pertambahan Nilai sesuai dengan UU
' Pada no.42 Tahun 2009
PT.Indoprima baik pencatatannya
Gemilang maupun
pelaporannya.
ANDRE H Penerapan PT Enam Enam
PAKPAHAN Akuntansi  Pajak Group Medan
2009 Pertambahan Nilai belum menerapkan
i Pada PT Enam Akuntansi  Pajak
Enam Group Pertambahan Nilai
Medan bersadarkan SAK.
PUTRI Analisis Dalam melakukan
3 PRIMA Penerapan perhitungan pajak
SWARA Perhitungan Pajak pertambahan nilai
2013 Pertambahan Nilai perusahaan  telah
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Sesuai Dengan
Undang-Undang

No.42 Tahun 2009

Pada

Araminta

Baru

PT.Cahaya

sesuai
peraturan
perpajakan

berlaku.

dengan

yang

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1.

UNIVERSIT

Dari semua penelitian terdahulu, belum ada yang menganalisi penerepkan Peraturan
Pajak untuk meneliti pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai perusahaan.
Pada peneliti terdahulu ada yang lebih kepada perhitungan tarif pajaknya dan ada
juga yang lebih kepada penjurnalannya.
2.5 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana
dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu
lah tertentu.
CV. MULIA UTAMA
v
Peraturan Pajak Nomor 29
Tahun 20158
A\ 4
e-SPT Masa
AS MEDAN AREA Y
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Kepatuhan Wajib
Paiak

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Pajak
Nomor 29 Tahun 2015 dalam pelaporan e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

di CV.Mulia Utama sebagai suatu kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.
3.1.2 Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis
mengadakan penelitian di CV.Mulia Utama, yang terletak pada Kompleks
Pergudangan Amplas Trade Center Jalan SM.RAJA ( Tanjung Morawa) Blok E
No.35Sumatera Utara. Telp (061) 420 79 005
3.1.3 Waktu Penelitian
Adapun rincian kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan
November 2017 sampai Juni 2018. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1
dibawah ini:
Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

2017 2018
No. | Jenis Kegiatan

Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun

1. Pengajuan Judul

2. Penyelesaian Proposal .
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3. Bimbingan Proposal
4, Seminar Proposal

5. Pengumpulan Data
6. Pengolahan Data

7. Seminar Hasil

8. Sidang Meja Hijau

3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi
Menurut Sugiyono (2012:115) pengertian populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kare
teristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas, yang menjadi populasi pada peneliti
an ini adalah data pajak pertambahan nilai dari Juli 2015 sampai dengan Agustus
2018.
3.2.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2012:116) pengertian sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakterstik yang dimiliki oleh populasi tersebut berdasarkan pen
dapat diatas, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu
teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan yang fokus pada tujuan
tertentu. Dalam penelitian ini data sampel yang digunakan adalah data pajak

pertambahan nilai Agustus sampai dengan December 2015.
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3.3 Variabel Penelitian
3.3.1 Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015

Peraturan yang menjelaskan mengenai pajak secara online seperti, aplikasi
e-SPT, e-faktur, data elektronik, media elektronik. Peraturan ini juga menjelaskan cara
pengisian formulir SPT Masa PPN dan cara pelaporan SPT Masa PPN. Menjelaskan
tentang siapa wajib pajak yang diperkenakan melaporkan faktur pajak dengan cara
digunggung sampai dengan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa
PPN.

3.3.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat atau dokumentasi yang memuat data-data dan oleh wajib
pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan untuk melakukan pembayaran pajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan
melakukan pembelian dan penjualan atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang
dikenakan dari dasar pengenaan pajak.

Pajak pertambahan nilai terdiri atas Ppn masukan dan Ppn keluaran. Pajak
pertambahan nilai masukan ialah pajak yang dikenakan pajak saat pengusaha kena pajak
melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Sedangkan pajak pertambahan nilai keluaran ialah pajak dikenakan pada
saat pengusaha kena pajak melakukan penjualan atas barang kena pajak atau jasa kena

pajak.
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3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.
Menurut Sugiyono (2009:15), data kualitatif adalah suatu metode penelitan yang
berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel
sumber data dilakukan secara puposive.
3.4.2 Sumber Data
Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, menurut Sugiono (2008:402)
Data Sekunder ialah data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku-buku,
catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, internet dan seterusnya.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat sumber-
sumber data dokumenter .
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis Data dalam penelitian ini pada hakikatnya merupakan proses
mengolah data yang diperoleh di lapangan. Hasil akhir suatu penelitian tidak hanya
tergantung pada kualitas data yang diperoleh, tetapi juga sangat tergantung bagaimana
kita menganalisis data yang kita peroleh. Teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis deskriptif.
Menurut Sugiyono (2012:29), teknik analisi deskriptif yaitu, penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
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(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang
lain. Langkah — langkah yang akan dilakukan dalam teknik analisis data ialah sebagai
berikut :
- Meminta data laporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukakn
oleh perusahaan.
- Menganalisis apakah cara perusahaan melaporkan e-SPT Ppn
sudah sesuai dengan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015.
- Menganalisis apakah perusahaan sudah menerapkan Peraturan
Pajak Nomor 29 Tahun 2015 dalam melakukan pelaporan e-

SPT Pajak Pertambahan Nilai.
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